HAK TERSANGKA MENUNTUT GANTI KERUGIAN ATAS  PENAHANAN YANG TIDAK SAH by SETIAWAN, AHMAD NUR
 
 
SKRIPSI 
 
 
 
 
 
 
 
HAK TERSANGKA MENUNTUT GANTI KERUGIAN ATAS 
PENAHANAN YANG TIDAK SAH 
 
 
 
 
OLEH : 
AHMAD NUR SETIAWAN 
B111 10 126 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAGIAN HUKUM PIDANA 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 
2014
i 
 
 
HALAMAN JUDUL 
 
HAK TERSANGKA MENUNTUT GANTI KERUGIAN  ATAS 
PENAHANAN YANG TIDAK SAH 
(Studi Kasus Di Kabupaten Pinrang dan Kota Pare-Pare) 
 
OLEH  
AHMAD NUR SETIAWAN 
B11110126 
 
SKRIPSI 
 
Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi 
Sarjana Dalam Program Kekhususan Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum 
 
Pada  
 
BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR 
2014 
ii 
 
PENGESAHAN SKRIPSI  
 
 
HAK TERSANGKA MENUNTUT GANTI KERUGIAN ATAS 
PENAHANAN YANG TIDAK SAH 
(Studi Kasus Di Kabupaten Pinrang dan Kota Pare-Pare) 
 
 
Disusun dan diajukan oleh 
AHMAD NUR SETIAWAN 
B11110126 
 
Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
Pada Hari Kamis, 12 Juni 2014 
Dan Dinyatakan Diterima  
 
 
 
Panitia Ujian 
Ketua 
 
  
 
 
Sekretaris 
 
 
 
Prof. Dr.Muhadar,S.H.,M.S 
NIP . 19590317 198703 1 002 
 
Hj.HaeranahS.H.,M.H 
NIP . 196612121 99103 2 002 
 
  
An. Dekan 
Wakil Dekan Bidang Akademik, 
    
 
 
 
Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. 
NIP. 19630419 198903 1 003 
  
iii 
 
PERSETUJUAN PEMBIMBING 
 
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa : 
Nama  : Ahmad Nur Setiawan 
Nim   : B111 10 126 
Bagian : Hukum Pidana 
Judul   : Hak Tersangka Menuntut Ganti Kerugian Atas   
    Penahanan Yang Tidak Sah  ( Studi Kasus di   
    Kabupaten Pinrang dan Kota  Pare-Pare) 
 
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi 
 
Makassar,    Februari 2014 
 
 
 
        Pembimbing I        Pembimbing II 
 
 
Prof. Dr.Muhadar,S.H.,M.S         Hj.HaeranahS.H.,M.H 
NIP . 19590317 198703 1 002                  NIP . 196612121 99103 2 002 
 
 
 
 
 
 
iv 
 
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI 
    
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa : 
Nama  : Ahmad Nur Setiawan 
Nim   : B111 10 126 
Bagian : Hukum Pidana 
Judul   : Hak Tersangka Menuntut Ganti Kerugian Atas   
    Penahanan Yang Tidak Sah  ( Studi Kasus di   
    Kabupaten Pinrang dan Kota Pare-Pare) 
 
 
Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir 
Program Studi.              
                   
 
              Makassar,  
                                                           a.n. Dekan 
Wakil Dekan 1 Bidang Akademik 
 
 
Prof.Dr.Abrar Saleng, S.H,.M.H 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama   : Ahmad Nur Setiawan 
Nomor induk  : B111 10 126 
Bagian  : Hukum Pidana 
Judul skripsi  : Hak Tersangka Menuntut Ganti Kerugian Atas                   
     Penahanan Yang Tidak Sah ( Studi Kasus di  
     Kabupaten Pinrang dan Kota Pare-Pare) 
 
 Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini 
benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan 
pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian 
hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan 
skripsi ini adalah hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi 
atas perbuatan tersebut. 
 
Makassar, Mei 2014 
Yang membuat pernyataan 
 
 
Ahmad Nur Setiawan  
 
 
 
 
vi 
 
ABSTRAK 
 
AHMAD NUR SETIAWAN (B111 10 126). Hak Tersangka Menuntut 
Ganti Kerugian Atas Penahanan Yang Tidak Sah. Dibimbing oleh 
Prof.Dr.Muhadar,SH.,MS. Selaku pembimbing I dan 
Hj.Haeranah,SH.,MH. Selaku pembimbing II 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan 
hak tersangka yang menuntut ganti kerugian atas penahanan tidak sah 
dan untuk mengetahui kendala tersangka yang menuntut ganti kerugian 
atas penahanan yang tidak sah. 
 Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pinrang dan Kota Pare-
Pare, khususnya pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, Rutan Kelas II 
Kabupaten Pinrang, dan Masyarakat Kabupaten Pinrang, guna melakukan 
wawancara dengan pihak yang berkompeten,menyebarkan kuesioner 
kepada masyarakat,dan mengambil data yang relevan, serta dengan 
melakukan studi kepustakaan dengan memilah sebagai literatur dan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas 
dalam skripsi ini. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak 
tersangka yang menuntut ganti kerugian atas penahanan yang tidak sah 
belum optimal, hal ini didasarkan pada hasil penelitian yang menunjukkan 
bahwa masyarakat Kabupaten Pinrang, sangat sedikit yang mengetahui 
adanya ganti kerugian dari negara apabila dikenakan tindakan penahanan 
yang tidak sah oleh aparat penegak hukum. Masyarakat dalam hal ini juga 
tidak mengerti hukum tentang adanya ganti kerugian atas penahanan 
yang tidak sah di Kabupaten Pinrang. Sementara, masih terdapat 
tersangka maupun mantan tersangka yang pernah mengalami ataupun 
sementara mengalami tindakan penahanan yang tidak sah oleh aparat 
penegak hukum di Kabupaten Pinrang. Adapun kendala yang dihadapi 
dalam pemenuhan hak tersangka yang menuntut ganti kerugian dalam 
penahanan yang tidak sah. Kendala ketidaktahuan, Kendala budaya, 
Kendala Psikologi, Kendala Undang-Undang yang mengatur, Kendala 
sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Kendala 
proses di pengadilan serta Kendala Politik. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati 
melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, olehnya itu 
karena dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, 
dikurangi atau dirampas oleh siapapun. 
  Negara hukum menghendaki agar hukum itu ditegakkan artinya 
harus dihormati dan ditaati oleh siapapun baik warga masyarakat maupun 
oleh pemerintah. Negara hukum tidak lepas dari tujuan yaitu menciptakan 
ketertiban umum dan keamanan serta keadilan maupun kesejahteraan 
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 
Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk mencapai atau 
menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, 
baik merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau 
penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Apabila Undang-
Undang yang telah menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta dari 
tindakan aparat penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah 
negara dan pandangan hidup bangsa indonesia, maka sudah otomatis 
penegak hukum tidak akan mencapai sasarannya. 
Sejarah telah bercerita bahwa hukum alam (natural law) 
menempatkan perlakuan yang sama dan adil bagi semua orang, semua 
yang terlahirkan memiliki harkat dan martabat. Inilah yang disebut Hak 
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Asasi Manusia. Hak yang melekat dan ada sebagai kodrat pemberian 
Tuhan. Bukan negara yang memberikan atau bukan orang lain (the 
others) di sekitar menciptakannya. Begitu seseorang terlahirkan maka 
hak itu melekat dan wajib dilindungi oleh orang lain dan negara sebagai 
sistem yang berdiri di atas tatanan hukum dari hasrat publik. 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai 
prosedur pnegakan hukum yang bertujuan mempertahankan hukum 
materil (hukum pidana) dalam pertimbangan filsufis menegaskan “bahwa 
negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia 
serta menjamin segala warga negara kebersamaan dan kedudukannya di 
dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 
pemerintahan itu dengan tidak kecualinya.” Ini mengindikasikan bahwa 
tujuan atau esensi dari hukum acara pidana yang bersinggungan dnagn 
penegakan hak asasi terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam 
KUHAP. Menurut O.C Kaligis (L dan J.Law Firm, 2010: 6-8) tujuan hukum 
acara pidana, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penegakan 
hukum dan keadilan, perlindungan harkat dan martabat manusia, 
penegakan ketertiban dan kepastian hukum. 
Dalam kenyataannya KUHAP lebih baik dari sistem HIR dalam 
memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam keseimbangan 
kepentingan individu atau kepentingan masyarakatnya, pembaharuan ini 
dapat dilihat antara lain dengan dimuatnya ketentuan mengenai hak 
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tersangka atau terdakwa dalam menuntut ganti kerugian, karena ditahan 
tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan 
mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Namun dalam 
masyarakat masih ada kita temui masalah atau kasus-kasus yang 
menyangkut tentang penahanan, dimana masyarakat awam belum begitu 
banyak mengetahui tentang hal adanya syarat-syarat penahanan yang 
seharusnya dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang dalam 
tugasnya. 
Terkait dengan eksistensi KUHAP itu sendiri, Bambang Widjojanto 
(Busroh, 1996: 14) memberikan penilaian terhadap eksistensi KUHAP 
tersebut terkait munculnya kontroversi terhadap putusan Peninjauan 
Kembali (PK) Mukhtar Pakpahan, bahwa sudah saatnya prinsip-prinsip 
yang ada dalam KUHAP perlu dikaji dan dipikirkan lebih dalam, terutama 
dalam mengantisipasi perkembangan zaman dan masyarakat masa 
depan. 
Keluhan yang sering muncul berkenaan pelaksanaan KUHAP adalah 
pendekatan kekerasan dalam proses penyidikan. Serangkaian kasus telah 
mengemuka di tengah masyarakat, misalnya kasus Cece Tadjuddin, 
Marsinah, Udin dan lain-lain. Malah ada indikasi kuat sebagaimana 
dikemukakan oleh Munir (Busroh, 1996: 14) bahwa aparat penyidik 
cenderung menggunakan pendekatan kekerasan sebagai jalan pintas 
untuk menutupi keterbatasan kemampuan dalam mengungkap suatu 
tindak kejahatan. 
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Selanjutnya dikemukakan Munir (2010: 126) bahwa ada beberapa titik 
kelemahan KUHAP, misalnya rendahnya akuntabilitas dan transparansi 
proses pemeriksaan tersangka, kurang memadainya lembaga peradilan 
sebagai sarana kontrol terhadap proses penyidikan sebagai sarana 
kontrol terhadap proses penyidikan serta adanya penurunan derajat 
kepastian hukum yang dihasilkan oleh lembaga peradilan, dan pada 
akhirnya mengakibatkan tidak efektifnya mekanisme kontrol yang telah 
dibangun dalm KUHAP. 
Selama ini dikenal lima unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum, 
substansi hukum, profesionalisme, dan komitemen. Bila ditinjau dari 
unsur-unsur tersebut, maka salah satu unsur penting terjadinya 
pelanggaran penegakan hukum karena tidak adanya profesinalisme di 
antara penegak hukum. 
Ketidakprofesionalisme tersebut bisa dilihat dengan banyaknya kasus 
yang dikerjakan serampangan. Hal ini bisa dilihat dan tersangka yang 
dipaksa mengakui sesuatu yang tidak mereka lakukan. Hukum bukan lagi 
sebagai alat mencari keadilan, melainkan sekedar mencari kesalahan, 
apabila tidak ditemukan benang merahnya untuk menghubungkan 
seseorang sebagai sasaran bidik untuk dijadikan tersangka, diobrak-abrik 
lagi sisi lain yang sebenarnya hubungannya dipaksa-paksakan. Maka tak 
mengherankan kalau kemudian pengadilan sesat terjadi 
(Pamungkas,2010: 11). 
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Ini juga sudah menjadi rahasia umum, hukum seringkali 
diperjualbelikan. Inilah yang menyebabkan hukum bisa direkayasa. Aspek 
moral baik pada persoalan ketidakpekaan aparat penegak hukum 
terhadap rasa keadilan masyarakat. Kasus-kasus yang akhir-akhir ini 
menunjukkan betapa keadilan masyarakat terkoyak 
(Pamungkas,2010:15). 
Perkembangan yang terdapat dalam KUHAP bila dibandingkan 
dengan “Herzien Inlandsch Reglement” (HIR) dapat dilihat dalam pasal-
pasal yang mengatur setiap hak-hak tersangka, terdakwa seperti asas 
persamaan di depan hukum  (penjelasan umum butir 3), hak untuk segera 
diperiksa dan diadili dalam persidangan (Pasal 50 ayat 1, 2 dan 3 KUHAP, 
hak untuk mendapat bantuan hukum bagi setiap tersangka, terdakwa 
(Pasal 54), hak untuk diberitakan oleh aparat penegak hukum mengenai 
sangkaan yang dituduhkan kepadanya (Pasal 51), hak untuk memberikan 
keterangan secara benar (Pasal 52) dan asas praduga tak bersalah 
(presumption of innocence) yang terdapat dalam penjelasan umum butir 3 
c KUHAP. 
Dengan demikian, tampaklah bahwa proses hukum yang adil 
sebagaimana diuraikan di atas lebih berorientasi  kepada perlindungan 
hak-hak tersangka – terdakwa. Hal tersebut dapat dilihat baik pada pasal- 
pasal yang mengatur tentang hak-hak tersangka terdakwa maupun asas-
asas yang mengatur tentang persidangan terhadap harkat dan martabat 
manusia yang terdapat dalam KUHAP. 
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Dalam rangka mewujudkan proses hukum yang adil, maka penegakan 
hukum seyogyanya tidak dipandang secara sempit, namun harus secara 
holistic. Dengan demikian, penegakan tidak hanya selalu berarti 
penegakan terhadap norma-norma hukum yang berkait dengan 
pelanggaran yang dilakukan oleh seorang tersangka atau terdakwa, 
melainkan juga penegakan terhadap norma-norma yang bertalian dengan 
perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa selama proses 
pemeriksaan berlangsung. 
Menurut Peter Mahmud (2005:18-19) bahwa hukum itu diadakan 
untuk mengatur transaksi kehidupan bermasyarakat agar kehidupan 
bermasyarakat tidak runtuh. Untuk itu, perlu pengaturan yang seimbang 
antar kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Idealnya dalam 
setiap penegakan hukum seyogyanya senantiasa mempertimbangkan tiga 
tujuan hukum sebagaimana yang ditulis oleh Radbruch yaitu : kepastian 
hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kepastian hukum sangat diperlukan, 
karena tidak hanya memberikan jaminan kepada masyarakat tentang 
perbuatan mana yang boleh/tidak boleh dilakukan, akan tetapi juga 
sekaligus merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam 
melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, masyarakat dapat terhindar 
dari tindakan atau perbuatan yang sewenang-wenang dari pihak 
penguasa (Lawrence M Friedman, 1975:43)  
Keberanian untuk melakukan interpretasi hukum yang progresif 
(sejauh dikembalikan pada prinsip “social reasonable” agar penafsirannya 
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tidak menjadi liar), bertumpu pada sumber daya manusia yang baik dan 
bermutu yang berpihak pada rakyat, merubah kultur hukum menjadi lebih 
kolektif, serta reward and punishment dalam implementasi kebijakan 
hukum. Apakah dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka 
/ terdakwa dalam proses peradilan pidana sudah dapat dikatakan bahwa 
unsur-unsur prinsip proses hukum yang adil telah dicapai, dan bagaimana 
posisi korban itu sendiri yang tidak terakomodir. Hal ini perlu mendapat 
perhatian sebab dalam kenyataannya sistem peradilan pidana yang 
berlaku dewasa ini lebih banyak ditujukan kepada perlindungan hak-hak 
tersangka atau terdakwa (Offender Oriented). Akhirnya perlindungan 
terhadap korban sendiri terabaikan.  
Dengan demikian jelaslah bahwa latar belakang munculnya KUHAP 
adalah dilandasi oleh spirit untuk memberikan jaminan perlindungan HAM 
yang lebih baik dibandingkan dengan suatu acara pidana yang ada 
sebelumnya. Sehingga penegakan hukum di Indonesia terlaksana dengan 
jujur dan adil. 
Atas dasar pemikiran tersebut di atas, maka Penulis berinisiatif untuk 
meneliti lebih lanjut permasalahan mengenai Hak Tersangka Menuntut 
Ganti Kerugian Atas Penahanan Yang Tidak Sah, dan menuangkannya 
dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “Hak Tersangka Menuntut Ganti 
Kerugian Atas Penahanan Yang Tidak Sah” 
 
 
8 
 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah 
sebagai berikut :  
1. Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak tersangka untuk 
menuntut ganti kerugian atas penahanan yang tidak sah ?  
2. Apakah kendala tersangka dalam menuntut ganti kerugian atas  
penahanan yang tidak sah ?  
 
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak tersangka untuk 
menuntut ganti kerugian yang mengalami penahahan yang tidak 
sah 
b. Untuk mengetahui kendala tersangka untuk menuntut ganti 
kerugian dalam penahanan yang tidak sah 
 
 
 
 
 
 
9 
 
2. Kegunaan Penelitian 
Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan maka 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut: 
a. Sebagai sumber informasi yang bermanfaat bagi pengembangan 
ilmu Hukum Pidana khususnya mengenai hak tersangka  
menuntut ganti kerugian karena penahanan yang tidak sah. 
b. Secara praktis dapat memberikan masukan bagi penegak hukum 
dan pihak-pihak yang terkait dengan masalah menyangkut hak 
tersangka menuntut ganti kerugian karena penahanan yang tidak 
sah. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Hak 
1. Pengertian Hak 
Salah satu definisi hak adalah yang dikemukakan oleh Allen (Curzon 
1979: 217). “The legally guaranted power to realise an interest”. 
Implikasi dari definisi tentang hak di atas antara lain sebagai berikut : 
a. Hak adalah suatu kekuasaan (power), yaitu suatu kemampuan 
untuk memodifikasi keadaan. 
b. Hak merupakan jaminan yang diberikan oleh hukum, yaitu 
eksistensinya diakui oleh hukum dan penggunaannya didasarkan 
pada suatu jaminan oleh hukum sebagai suatu hal yang dapat 
diterima beserta segala konsekuensinya. 
c. Penggunaan hak menghasilkan suatu keadaan yang berkaitan 
langsung dengan kepentingan pemilik hak. 
Namun menurut Satjipto Rahardjo (1982: 94) memandang hak adalah 
sebagai kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, 
dengan maksud untuk melindungi kepentingan orang tersebut. Hak 
tersebut merupakan pengalokasian kekuasaan tertentu kepada seseorang 
untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. 
Jadi, kalau kita mengikuti pandangan Satjipto Rahardjo, jelas bahwa 
hak itu hanya kekuasaan tertentu saja diberikan oleh hukum kepada 
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seseorang dan tidak setiap kekuasaan di dalam masyarakat yang dapat 
disebut hak. Ada kekuasaan yang tidak didasarkan atas suatu hak. 
Untuk jelasnya, Soerjono Soekanto (1982: 269) menuliskan bahwa 
apabila ditelaah, dimensi kekuasaan memiliki empat kemungkinan, yaitu: 
a. Kekuasaan yang sah dengan kekerasan; 
b. Kekuasaan yang sah tanpa kekerasan; 
c. Kekuasaan tidak sah dengan kekerasan; dan 
d. Kekuasaan yang tidak sah tanpa kekerasan. 
Hanya kekuasaan yang sah yang dapat dimasukkan dalam pengertian 
hak. Dalam istilah hukum asing, hak ini sering disebut hukum subjektif. 
Inilah yang biasa menimbulkan polemik tentang pengertian hukum 
subjektif dan hukum objektif, yang sebenarnya bagi kita di Indonesia tidak 
perlu ikut-ikutan mempersoalkan. Karena dalam istilah hukum kita jelas 
berbeda pengertian istilah hak  (hukum subjektif) dengan (hukum objektif). 
Hak yang diakui sebagai hak yang melekat pada manusia karena 
hakikat dan kodratnya. Tiadanya hak sertamerta akan menyebabkan 
manusia tak akan mungkin dapat dalam harkat martabatnya sebagai 
manusia. Salah satu hak yang dipandang sangat asasi adalah hak untuk 
berkebebasan. Tanpa akan secara wajar sebagai manusia dalam 
kualitasnya yang utuh. 
Bila aparat penegak hukum menyadari dan menjiwai ini, setidaknya 
mereka akan bersikap lebih selektif, mengayomi dalam menghadapi 
sebagian besar pelaku tindak pidana. Tindakan emosional, berorientasi 
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pada target semata, ataupun untuk mendapatkan tujuan-tujuan non 
hukum serta tidak manusiawi dapat ditekan seminimal mungkin. Titik 
sentral dalam memeriksa dan menyelesaikan suatu kasus pidana adalah 
pemahaman atas manusia dan kemanusiaan. Walaupun tindakan 
penegakan hukum untuk mempertahankan dan memperlindungi 
kepentingan masyarakat, penegakan hukum tidak boleh sampai 
mengorbankan hak asasi dan martabat tersangka atau juga sebaliknya 
demi untuk memperlindungi dan menjunjung harkat dan martabat individu 
tidak boleh dikorbankan kepentingan masyarakat. Harus mampu 
meletakkan antara dua kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum 
tersebut sama-sama tidak boleh dikorbankan. 
Sebagaimana diketahui bahwa motivasi utama dari pemwajar 
bentukan KUHAP No. 8 Tahun 1981 adalah untuk menampung cita-cita 
ataupun ide perlindungan hak-hak asasi dan harkat martabat manusia. 
Dalam penjelasan umum KUHAP No. 8 Tahun 1981 dikemukakan bahwa 
hukum acara pidana dalam Reglement Indonesia yang diperbaharui atau 
HIR yang berlaku berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Darurat 
No. 1 Drt. Tahun 1951 belum memberikan jaminan dan perlindungan 
terhadap harkat martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh 
suatu negara hukum. 
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2. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Proses Hukum Yang Adil 
Mengapa seorang yang bersalah masih perlu dihormati hak asasinya 
sebagai manusia? Dalam konteks ini menarik sekali ucapan Montesquieu 
(Mardjono Reksodipuro,1993:15) yang menyatakan bahwa “ apabila 
warga negara tidak mempunyai perlindungan untuk membela diri dalam 
kesalahannya, maka dia tidak mempunyai perlindungan pula dalam 
mempertahankan kemerdekaannya.” 
Salah satu bentuk perlindungan yang sangat penting dalam negara 
hukum adalah perlindungan hukum. Tetapi berbicara tidak semudah 
pelaksanaanya. Sahetapy (1987:7) dalam tulisan mengatakan “ bahwa 
berbicara tentang hukum acapkali tidaklah begitu sulit, bertindak dengan 
hukum acapkali tidaklah muda. Tetapi paling sulit ialah menapik hukum 
yang tidak benar yang tidak adil, yang sewenang-wenang”. 
Manusia sebagai hamba tuhan juga sebagai makhluk yang sama 
derajatnya dengan manusia lain, harus ditempatkan pada keluhuruan 
harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Setiap manusia yang 
jahal sekalipun mempunyai hali dan perasaan baik, dan ini merupakan 
anugerah yang besar sekali bagi manusia. Bagi bangsa Indonesia hal ini 
merupakan perjanjian luhur sebagaimana dicantumkan dalam dasar 
negara Pancasila kedua yakni “ Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab”. 
Di atas landasan persamaan derajat, hak dan kewajiban itulah 
diperlukan adanya pembinaan sikap aparat penegak hukum agar bersikap 
manusiawi dalam memperlakukan tersangka/ terdakwa meskipun yang 
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dihadapi oleh aparat penegak hukum itu seorang tersangka, namun 
mereka sebagai manusia yang memiliki harkat kemanusiaan, tidak boleh 
diperlakukan dengan sikap dan cara semena-mena. 
Hak-hak asasi adalah hak-hak yang diakui sebagai hak-hak yang 
melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya. Tiadanya hak serta 
merta akan menyebabkan manusia tak akan mungkin dapat dalam harkat 
martabatnya sebagai manusia. Salah satu hak yang dipandang sangat 
asasi adalah hak untuk berkebebasan. Tanpa akan kebebasan manusia 
tidak akan dapat mengembangkan potensi dirinya secara wajar sebagai 
manusia dalam kualitasnya yang utuh. 
Terdapat sepuluh asas yang melindungi hak warga negara dan 
diberlakukannya proses hukum yang adil dalam KUHAP yaitu : 
1) Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun. 
2) Praduga tak bersalah. 
3) Pelanggaran atas hak-hak individu warga negara (dalam hal 
penangkapan, penahanan, penggeladahan dan penyitaan) harus 
didasarkan pada Undang-Undang dan dilakukan dengan surat 
perintah. 
4) Seorang tersangka berhak diberitahu tentang persangkaan dan 
pendakwaan terhadapnya. 
5) Seseorang tersangka dan terdakwa berhak mendapat penasehat 
hukum. 
6) Seorang terdakwa berhak hadir di muka pengadilan. 
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7) Adanya peradilan yang bebas dan dilakukan cepat serta sederhana. 
8) Peradilan harus terbuka umum. 
9) Tersangka maupun terdakwa berhak memperoleh kompensasi ( ganti 
rugi) dan rehabilitasi serta 
10) Adalah kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaannya 
putusan-putusannya. 
Menurut Mardjono Reksodiputro (1994:42) bahwa kesepuluh asas 
tersebut telah dapat memenuhi asas minimal yang dituntut oleh “due 
process of law”, yaitu hearing, cousel, defense, evidence, and a fair and 
impartial court. 
Prinsip proses hukum yang adil tidak hanya sekedar untuk melindungi 
sebagai suatu keadaan yang hendak diwujudkan dalam pelaksanaan 
hukum pidana, untuk menciptakan kondisi lingkungan sosial yang kondusif 
dalam pencapaian tujuan pemidanaan. 
Ketiadaan konsistensi antara isi undang-undang dengan kenyataan 
merupakan faktor kriininogen. Sehubungan dengan hal ini Sahetapy 
(1984:12) menulis bahwa salah satu faktor timbulnya kejahatan adalah 
pelaksanaan undang-undang yang tidak konsekuen dan sikap atau tindak 
tanduk dan para penegak hukum. Ini berarti kenyataan sosial yang 
dihadapi para tersangka atau terdakwa di mana terjadi diskrepansi yang 
besar antara yang seharusnya dengan yang dialaminya dalam proses 
peradilan pidana, dapat menjadi faktor kriininogen. 
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Penerapan prinsip proses hukum yang adil adalah suatu kebutuhan 
dan bukan sekedar penerapan aturan-aturan hukum acara pidana kepada 
tersangka atau terdakwa. Arti dan “due process of law” adalah lebih luas 
dan sekedar penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan 
secara formal. Pemahaman tentang proses hukum yang adil mengandung 
pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak yang dipunyai warga 
masyarakat, meskipun ia menjadi pelaku kejahatan. 
B. Tersangka 
1. Pengertian Tersangka 
Tersangka menurut KUHAP adalah seorang yang karena 
perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut 
diduga sebagai pelaku tindak pidana (pasal 1-45 KUHAP). Orang yang 
diduga keras melakukan tindak pidana dapat ditangkap dan digeledah 
badan atau pakaiannya untuk mencari benda pada badannya atau 
dibawahnya untuk disita. 
Apabila seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau 
segera setelah perbuatannya dilakukan, atau sesaat kemudian khalayak 
ramai berseru bahwa ia orang yang berbuat atau sesaat kemudian 
padanya terdapat benda yang diduga keras telah dipakai untuk melakukan 
tindak pidana bahwa ia adalah pelaku atau turut melakukannya, maka 
orang itu adalah pelaku atau turut melakukannya, maka orang itu adalah 
tertangkap tangan. 
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Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan 
selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum serta berhak 
perkaranya segera dimajukan ke pengadilan (Pasal 50-1-2 KUHAP). 
Kemudian untuk mempersiapkan pembelaan bagi tersangka ia berhak 
untuk memberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti 
olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu 
pemeriksaan dimulai. 
2. Perlindungan Terhadap Hak Yuridis Tersangka Dan Terdakwa Dalam 
Proses Peradilan Pidana 
Mengingat masalah perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 
bersifat universal, karena itu sudah sewajarnya bilamana dinyatakan 
bahwa deklarasi-deklarasi atau konvensi-konvensi internasional seperti 
Universal Declaration Of Human Rights yang diterima dan disahkan pada 
Sidang Umum PBB 10 Desember 1948, serta The International Covenant 
On Civil And Political Rights beserta Optional Protocolnya yang diterima 
dan disahkan pada Sidang Umum PBB 16 Desember 1966 dapat 
digunakan untuk mengukur nilai muatan jaminan hak asasi manusia yang 
terdapat dalam hukum acara pidana di Indonesia. 
Pembahasan mengenai suatu peraturan hukum acara pidana yang 
mencerminkan wawasan tentang HAM setidak-tidaknya meliputi beberapa 
aspek jaminan mengenai hak yuridis tersangka dan terdakwa beserta 
asas-asas pokok yang mendasari pelaksanaan dan jaminan atas hak 
yuridis tersebut. Hal itu secara terperinci dikemukakan sebagai berikut : 
18 
 
  
Jaminan hak yuridis tersangka dan terdakwa meliputi : 
1. Adanya jaminan dalam penangkapan dan penahanan; 
2. Adanya perlindungan terhadap pengakuan yang dipaksa; 
3. Adanya hak untuk mendapatkan bantuan hukum; 
4. Adanya hak untuk segera didengar keterangannya setelah ditangkap; 
5. Adanya hak untuk menangguhkan penahanan; 
6. Adanya hak untuk mendapatkan keterangan yang lengkap apabila ada 
pengaduan atau laporan; 
7. Adanya hak untuk disidangkan perkaranya; 
8. Adanya hak sesuai dengan Pasal 1 KUHP; 
9. Adanya hak untuk mendapatkan suatu peradilan yang cepat dan terbuka; 
10. Adanya hak untuk melawan saksi-saksi jaksa/penuntut umum; 
11. Adanya hak untuk mengajukan saksi-saksi sendiri; 
12. Hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan diri sendiri serta 
hak untuk berdiam diri (rights to remain silent); 
13. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap diajukannya bukti-bukti 
yang tidak sah; 
14. Hak perlindungan terhadap Pasal 76 KUHP yaitu asas ne bis in idem; 
15. Hak untuk melawan penahanan atas dirinya (habeas corpus); 
16. Hak perlindungan terhadap pemidanaan yang kejam. 
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Asas-asas Pokoknya adalah; 
1. Persamaan di muka hukum (equality before the law); 
2. Praduga tak bersalah (persumption of innocence); 
3. Keterbukaan peradilan dalam setiap tingkatan (open-baarheid); 
4. Peradilan yang adil dan tidak memihak (just and fair trial). 
Beberapa perubahan penting yang terdapat dalam KUHAP dalam 
rangka penyelarasan tujuan KUHAP untuk lebih memperhatikan 
perlindungan Hak Asasi Manusia yang pada masa berlakunya HIR belum 
mendapatkan porsi pengaturan adalah: 
1. Hak-hak tersangka dan terdakwa; 
2. Bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan; 
3. Ketentuan yang ketat mengenai dasar hukum dan prosedur upaya paksa 
yang ketat; 
4. Ganti kerugian dan rehabilitasi; 
5. Penggabungan perkara perdata pada perkara pidan untuk memeriksa 
gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh korban; 
6. Pengaturan mengenai masalah upaya 
7. Pemeriksaan koneksitas; 
8. Pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan Hakim pengadilan; 
9. Prapradilan.  
Semua hal mengenai jaminan yuridis terhadap hak-hak tersangka 
beserta dengan asas-asas pokok untuk mencapai tujuan hukum acara 
pidana yang berwawasan HAM sebagaimana yang telah dipaparkan 
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tersebut merupakan gambaran dan suatu istilah yang dikenal sebagai due 
process of law atau dapat diterjemahkan sebagai proses hukum 1 
peradilan yang adil, sebagai lawan dan istilah arbitrary process atau 
proses peradilan yang sewenang-wenang. Indikator adanya peradilan 
pidana pidana yang adil adalah : notice, hearing, counsel, defence, 
evidence, and fair and impartial court (pemberitahuan tertulis, mendengar 
tersangka, penasehat hukum, pembelaan, pembuktian, dan pengadilan 
yang adil dan tidak memihak). 
C. Ganti Kerugian 
1. Pengertian Ganti Kerugian 
Ganti kerugian yang timbul akibat dari pelanggaran hukum atau 
undang-undang yang berlaku di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 
Pasal 1 butir (22) disebutkan bahwa : 
 Ganti kerugian merupakan hak seseorang untuk mendapatkan 
pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang 
karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan 
yang berdasarkan undang-undang yang berlaku atau karena 
kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterpkannya 
menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini. 
 
Memperhatikan bunyi pasal 1 butir 22, dapat dilihat beberapa 
penegasan berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian : 
- Ganti kerugian merupakan hak tersangka atau terdakwa 
- Hak itu pemenuhan berupa “imbalan sejumlah uang”. 
- Hak atas imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka 
atau terdakwa atas dasar : 
21 
 
a. Karena terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan 
atau peradilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau ; 
b. Karena tindakan lain berdasarkan undang-undang, atau ; 
c. Karenan kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan. 
Apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 22 sama maksud dan tujuan 
dengan yang diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP. 
Adapun perbedaan antara kedua ketentuan menurut Yahya Harahap 
(2004: 38) bahwa : 
Hanya terletak pada tambahan unsur alasan tuntutan ganti 
kerugian dalam pasal 95 ayat (1). Kalau ada Pasal 1 butir 22 alasan 
hak menuntut ganti kerugian disebutkan karena ditangkap, ditahan, 
dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang 
atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, pada 
Pasal 95 ayat (1) ditambah satu unsur alasan lagi karena tindakan 
lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. 
 
Apabila diperhatikan rumusan pasal-pasal tersebut di atas, maka ganti 
kerugian itu timbul jika ada perbuatan yang melanggar hukum atau yang 
melanggar undang-undang yang berlaku dan menimbulkan kerugian pada 
orang lain. 
Dengan demikian apabila aparat penegak hukum dalam melakukan 
penahanan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-
undang yang berlaku, maka aparat penegak hukum yang melakukan 
penahanan yang tidak berdasarkan KUHAP tersebut wajib mengganti 
kerugian kepada orang yang menderita kerugian tersebut. 
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2. Dasar Hukum Ganti Kerugian 
Mengenai dasar atau landasan hukum tuntutan ganti kerugian yang 
diatur dalam KUHAP, bersumber dari ketentuan : 
 Pasal 9 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, yang berbunyi : 
Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan 
mengenai berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai 
orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian 
dan rehabilitasi. 
 KUHAP yang terdapat dalam : 
a. Pasal 1 butir 22 : 
Ganti kerugian merupakan hak seseorang untuk mendapatkan 
pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena 
ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang bedasarkan 
undang-undang yang beralaku atau karena kekeliruan mengenai 
orangnya atau hukum undang-undang ini. 
b. Pasal 77 : 
Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang : 
- Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian  
  penyidikan atau penghentian penuntutan. 
- Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagivseorang yang  
  perkara pidananya dihentikan penyidikan atau penuntutan. 
c. Pasal 81 
Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya 
penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian 
penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga 
yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan 
menyebutkan alasan. 
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 Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa : 
 
Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian 
kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan 
kerugian itu mengganti kerugian tersebut.   
Kalau diperhatikan rumusan Pasal 9 Undang-Undang No 4 Tahun 
2004 sama bunyinya dengan Pasal 1 butir 22 KUHAP. Dan sebagai 
landasan hukum, Pasal 9 tersebut baru merupakan aturan pokok yang 
masih memerlukan peraturan pelaksana. Sebagai peraturan pelaksana, 
pembuat undang-undang telah menjabarkan dalam Bab XII, bagian kesatu 
KUHAP. Akan tetapi, apa yang diatur di dalamnya, masih belum 
sempurna, karena apa yang diatur didalamnya hanya terdiri dari dua pasal 
saja yakni Pasal 95 dan Pasal 96. Belum mengatur secara keseluruhan 
hal-hal yang berhubungan dengan masalah tuntutan ganti kerugian.  
3. Asas Ganti Rugi Dan Rehabilitasi 
Lama sebelum KUHAP diundangkan, ketentuan ganti rugi dan 
rehabilitasi sudah dituangkan sebagai ketentuan hukum pada Pasal 9 
Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14/1970. Sejak 
diundangkan Undang-Undang No. 14/1970 tersebut, sering pencari 
keadilan mencoba menuntut ganti rugi ke pengadilan. Namun tuntutan 
demikian selalu kandas di pengadilan atas argumentasi bahwa Pasal 9 
Undang-Undang No. 14/1970 belum mengatur tata cara pelaksanaan. 
 Menurut Yahya Harahap (2004: 45) Sebagai ilustrasi, penulis 
teringat suatu peristiwa kemalangan yang menimpa diri keluarga teman, 
24 
 
seorang jaksa di Kota Jakarta. Beliau mempunyai seorang anak yang 
masih duduk di bangku kuliah. Alkisah pada suatu malam si anak (kita 
sebut saja namanya Fadil) sedang asyik menonton keramaian Jakarta 
Fair 2001, polisi datang menangkap dengan tuduhan pembunuhan. 
Penangkapan dilakukan atas dasar keyakinan bahwa foto buronan di 
tangan polisi, mirip betul dengan wajah Achmad, padahal nama jelas 
berbeda. Demikian juga tempat tinggal berlainan. Fadil dan bapaknya 
sudah menjelaskan perbedaan tersebut kepada pihak kepolisian, namun 
polisi tidak ambil peduli dan tetap menahan Fadil. Sialnya untuk mendapat 
pengakuan Fadil, kakinya dihantam dengan kayu boroti, sehingga patah 
dan cacat seumur hidup. Penahanan sudah hampir berlangsung dua 
tahun dan Fadil sudah cacat seumur hidup, barulah polisi berhasil 
menangkap pelaku tindak pidana yang sebenarnya. Berarti kepolisian 
telah melakukan kekeliruan mengenai orangnya, dan jelas bertentangan 
dengan hukum. 
 Atas kejadian orang tua Fadil mengajukan gugatan ganti rugi 
secara perdata ke Pengadilan Negeri yang ditujukan terhadap negara 
kepolisian negara sebagai tergugat I, dan oknum polisi pelaku sebagai 
tergugat I kepolisian negara, tapi hanya mengabulkan gugatan kepada 
oknum kopral yang melakukan penangkapan dan pemukulan. Sampai 
bagaimana keputusan kasasi tentang ini penulis tidak mengikutinya. 
Sekarang dengan adanya peraturan pelaksanaan pasal 9 Undang-
Undang No. 14/1970, seperti yang diatur dalam Bab XII KUHAP, Pasal-
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pasal 95-97 sudah ada pedoman tata cara penuntutan ganti rugi dan 
rehabilitasi. 
 Alasan yang dapat dijadikan dasar tuntutan ganti rugi dan 
rehabilitasi : 
- Mengenai ganti rugi disebabkan penangkapan atau penahanan: 
 Penangkapan atau penahanan secara melawan hukum; 
 Penangkapan atau penahanan dilakukan tidak berdasarkan Undang-
Undang; 
 Penangkapan dan penahanan dilakukan untuk tujuan kepentingan yang 
tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum; 
 Apabila penangkapan atau penahanan dilakukan tidak mengenai 
orangnya (disqualification in person). Artinya orang yang 
ditangkap/ditahan terdapat kekeliruan, dan yang bersangkutan sudah 
menjelaskan bahwa orang yang hendak ditangkap/ditahan, bukan dia. 
Namun demikian tetap juga ditahan, dan kemudian benar-benar ternyata 
akan kekeliruan penangkapan/penahanan itu. 
- Ganti rugi akibat penggeladahan/penyitaan  
 Tindakan memasuki rumah secara tidak sah menurut hukum (tanpa 
perintah dan surat izin dari Ketua Pengadilan). 
Permohonan tuntutan ganti kerugian dalam hal ini diajukan ke sidang 
prapradilan jika perkaranya belum atau tidak diajukan ke pengadilan. 
Tetapi apabila perkaranya telah dimajukan ke sidang pengadilan, tuntutan 
ganti rugi dimajukan ke pengadilan. 
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Kepada siapa ditujukan tuntutan ganti rugi ? apakah pada pejabat 
yang melakukan kesalahan atau langsung kepada instansi ataupun 
kepada negara? Memang tentang hal ini tidak diatur secara tegas dalam 
Pasal 95 KUHAP. Akan tetapi pada tanggal 1 Agustus 1983 telah 
mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983. 
4. Konsep Ganti Rugi Karena Perbuatan Melawan Hukum 
Akibat dari adanya perbuatan melawan hukum adalah timbulnya 
kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang 
yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut. 
Sebenarnya hukum mengatur mengenai ganti rugi perdata ini sudah 
lama dikenal dalam sejarah hukum. Dalam Lex Aquilia salah satu undang-
undang yang berlaku di zaman Romawi, konsep ganti rugi ini justru dapat 
terbaca dalam chapter pertamanya, yang mengatur sebagai berikut : 
Menurut Justinian (Munir Fuady, 2010:71) jika seseorang secara 
melawan hukum membunuh seorang budak belian atau gadis hamba 
sahaya milik orang lain atau binatang ternak berkaki 4 (empat) milik 
orang lain, maka pembunuhnya harus membayar kepada pemiliknya 
sebesar nilai tertinggi yang didapati oleh properti tersebut tahun lalu. 
Ganti rugi tersebut menjadi berlipat 2 (dua) jika pihak tergugat 
menolak tanggung jawabnya. 
  
Dari segi kacamata yuridis, konsep ganti rugi dalam hukum dikenal 
dalam 2 (dua) bidang hukum, yaitu sebagai berikut : 
1. Konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak. 
2. Konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan Undang-Undang 
termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. 
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Banyak persamaan antara konsep ganti rugi karena wanprestasi 
kontrak dengan konsep ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. 
Akan tetapi perbedaannya juga banyak. 
Ada juga konsep ganti rugi yang dapat diterima dalam sistem ganti 
rugi karena perbuatan melawan hukum, tetapi terlalu keras jika 
diberlakukan terhadap ganti rugi karena wanprestasi kontrak. Misalnya 
ganti rugi yang menghukum (punitive damages) 
Yang dapat diterima dengan baik dalam ganti rugi karena perbuatan 
melawan hukum, tetapi pada prinsipnya sulit diterima dalam ganti rugi 
karena wanprestasi kontrak. Ganti rugi dalam bentuk menghukum ini 
adalah ganti rugi yang harus diberikan kepada korban dalam jumlah yang 
melebihi dari kerugian yang sebenarnya. Ini dimaksudkan untuk 
menghukum pihak pelaku perbuatan melawan hukum tersebut. Karena 
jumlahnya yang melebihi dari kerugian yang nyata diderita, maka untuk 
ganti rugi menghukum ini sering disebut juga dengan istilah “uang cerdik” 
(smart money). 
5. Bentuk Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum 
Bentuk dari ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang 
dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut: 
1. Ganti rugi nominal 
2. Ganti rugi kompensasi 
3. Ganti rugi penghukuman  
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Menurut (Munir, 2010: 134) Berikut ini penjelasannya bagi masing-
masing kategori tersebut, yaitu sebagai berikut  
A. Ganti rugi nominal 
Jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti 
perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak 
menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada 
korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan 
rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian 
tersebut. Inilah yang disebut dengan ganti rugi nominal. 
B. Ganti rugi kompensasi 
Ganti rugi kompensasi (compensatory damages) merupakan 
ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan 
sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak 
korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu, ganti 
rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi aktual misalnya ganti 
rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan 
keuntungan/gaji, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan 
mental seperti stres, malu, jatuh nama baik, dan lain-lain. 
C. Ganti rugi penghukuman 
Ganti rugi penghukuman (punitive damages) merupakan suatu 
ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian 
yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut 
dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi 
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penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasus-kasus 
kesengajaan yang berat atau sadis. Misalnya diterapkan terhadap 
penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa perikemanusiaan. 
Bila ganti rugi karena perbuatan melawan hukum berlakunya 
lebih keras, sedangkan ganti rugi karena kontrak lebih lembut, itu 
adalah merupakan salah satu ciri dari hukum di zaman modern. 
Sebab di dalam dunia yang telah berpradaban tinggi, maka 
seseorang haruslah selalu bersikap waspada untuk tidak 
menimbulkan kerugian bagi orang lain. Karena itu, bagi orang lain 
haruslah mendapatkan hukuman yang setimpal dalam bentuk 
ganti rugi. 
6. Ganti Kerugian Penghukuman 
Sebagaimana diketahui bahwa dalam hubungan dengan wanprestasi 
kontrak, maka ganti rugi penghukuman (punitive damages) kurang tepat 
untuk diterapkan. Akan tetapi, dalam hubungan dengan perbuatan 
melawan hukum, baik untuk kasus kelalaian berat, apalagi untuk kasus 
kesengajaan, ganti rugi penghukuman merupakan hal yang wajar-wajar 
saja untuk diterapkan. Yang dimaksud dengan ganti rugi penghukuman 
adalah ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan 
hukum yang bertujuan memberikan hukuman kepadanya. Misalnya 
membayar ganti rugi dengan jumlahnya jauh melebihi besarnya kerugian 
yang sebenarnya diderita oleh korban. 
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Karena bersifat hukuman, maka ganti rugi penghukuman hanya tepat 
dibebankan terhadap perbuatan melawan hukum yang mengandung 
unsur kesalahan yang berat, seperti kesalahan berupa kesengajaan atau 
kelalaian berat. Ganti rugi seperti ini tidak tepat diterapkan terhadap 
kesalahan ringan, seperti kesalahan karena kelalaian biasa atau kelalaian 
ringan. 
7. Pengajuan Tuntutan Ganti Rugi 
a. Pihak – pihak yang berhak mengajukan tuntutan ganti rugi. 
a. Pasal 79 KUHAP menunjuk bahwa yang dapat mengajukan 
permintaan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu 
penangkapan atau penahanan adalah tersangka, keluarga, atau 
kuasanya, sedangkan permintaan ganti rugi dan atau rehabilitasi 
akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat 
sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan hanya dapat 
diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga, demikian yang diatur 
dalam Pasal 81 KUHAP (pihak ketiga yang berkepentingan). 
b. Pasal 95 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa ahli waris 
tersangka dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas 
penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan 
yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan 
mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya 
tidak diajukan ke Pengadilan negeri dan diputus di sidang 
peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77. Ayat (3) dari 
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Pasal 95 ini menentukan bahwa ahli waris dapat mengajukan 
tuntutan ganti rugi yang tersangka, terdakwa, atau terpidana, 
karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan 
tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang 
atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang 
diterapkan, seperti yang dimaksud ayat (1) Pasal 95 KUHAP. 
c. Pasal 80 memuat, bahwa pihak ketiga yang berkepentingan, 
meminta untuk diadakan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya 
suatu penghentian penyidikan atau penuntutan. Walaupun 
penjelasan pasal ini hanya memuat maksud untuk menegakkan 
hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan 
secara horisontal, namun kepentingan pihak ketiga berdasarkan 
hukum dan keadilan itu dapat demikian luasnya, sehingga dapat 
pula memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan permintaan 
ganti rugi, misalnya ada benda milik pihak ketiga yang disita dan 
tidak termasuk alat pembuktian sedangkan barang tersebut 
mengalami cacat atau kerusakan.(Lihat Pasal 82 ayat (1) huruf 
b). 
b. Penggolongan kerugian 
Ganti kerugian yang dimaksud KUHAP adalah ganti kerugian 
materil, yaitu : 
a. Ganti rugi yang dituntut tersangka, terdakwa, terpidana atau 
ahli warisnya hanyalah mengenai kerugian yang dimaksud 
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Pasal 95 ayat (1) dan (2) yang menurut butir 22 Pasal 1 
KUHAP berupa imbalan sejumlah uang. 
b. Ganti kerugian atas permintaan orang lain adalah permintaan 
yang dimohon oleh saksi korban dan pihak ketiga lainnya 
yang berepentingan yang hak (miliknya) dilanggar oleh 
penyidik dengan melawan hukum sehingga timbul kerugian. 
c. Kerugian dapat pula berupa kerugian karena dikenakan 
tindakan lain ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan 
rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut 
hukum. 
d. Kerugian dapat pula terjadi akibat selisih penahanan yang 
lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan. 
e. Jangka waktu menganggur/tanpa nafkah setelah menerima 
putusan bebas/lepas dari segala tuntutan hukum, tidaklah 
termasuk dalam pengertian kerugian yang dapat dimohonkan 
pemeriksaan praperadilan. 
c. Jumlah imbalan uang ganti rugi 
a. Imbalan uang ganti rugi adalah serendah-rendahnya 
berjumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan setinggi-
tingginya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), demikian ayat (1) 
Pasal 9 PP No. 27 Tahun 1983 menetapkan bagi tuntutan 
ganti rugi berdasarkan alasan bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP. Ayat (2) Pasal 9 PP 
33 
 
tersebut selaku pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1981, berbunyi: 
apabila penangkapan, penahanan, dan tindakan lain 
sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan 
yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat 
melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti rugi berjumlah 
berjumlah setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00 (tiga juta 
rupiah). Dalam hal ini ganti kerugian itu harus dikaitkan 
dengan tidak sahnya tindakan justisial, selain itu Pasal 95 ayat 
(2) KUHAP menentukan bahwa yang mengajukan tuntutan 
ganti rugi adalah ahli warisnya yang berarti tidak hanya 
anggota keluarga (Pasal 1 butir 30) juga seorang yang karena 
hubungan tertentu oleh tergolong menjadi ahli waris, misalnya 
seorang anak angkat.  
b. Besar ganti kerugian atas benda/barang yang diajukan 
permintaannya oleh pihak ketiga yang berkepentingan dan 
atau saksi korban tidaklah diatur dalam PP No. 27 tahun 1983, 
hal ini logis karena tidak dapat ditentukan dengan pasti 
melainkan bergantung pada kasus per kasus dengan 
mengingat pula perbedaan cara yang ditempuh menurut acara 
yang ditentukan dalam Pasal 99 ayat (2) KUHAP (batas 
wewenang hakim). Benda sitaan dapat terdiri atas benda yang 
dapat dikembalikan lebih dahulu atau kemudian kepada pihak 
yang berkepenting. Apabila benda sitaan yang tidak dapat 
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dikembalikan karena termasuk dalam kategori “yang bersifat 
terlarang atau dilarang”, benda-benda itu dirampas dalam 
tahap penyidikan atau penuntutan tanpa putusan hakim, 
seperti yang dimaksud oleh Pasal 45 ayat (4) KUHAP. Benda 
sitaan jenis ini juga dapat diputus hakim dengan diktum 
dirampas/disita untuk negara, untuk dimusnahkan atau 
dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi. Orang atau 
mereka dari siapa benda itu disita atau orang yang paling 
tidak berhak tidaklah dapat menuntut ganti rugi. 
c. Pertimbangan hakim dapat menyelaraskan/mendudukkan 
ganti rugi dalam ukuran kewajaran dapat pula didasarkan 
kepada alasan tentang adanya penerimaan pembayaran 
asuransi, perawatan pegawai negeri menurut askes 
(pemegang kartu asuransi kesehatan). 
8. Tenggang Waktu Permintaan Ganti Rugi 
 Dalam KUHAP tidak dicantumkan tentang hal ini diatur lebih lanjut 
dalam PP No. 27 Tahun 1983. Penjelasan Pasal 7 dari PP ini berbunyi: 
pembatasan jangka waktu pengajuan ganti rugi bukan pengajuan 
permohonan pembayaran ganti rugi, tata cara pembayaran dimaksud 
agar penyelesaiannya tidak terlalu lama sehingga menjamin kepastian 
hukum. Sedangkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983 
dicantumkan tenggang waktu guna menjamin kepastian hukum adalah 3 
(tiga) bulan bagi : 
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a. Tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 95 KUHAP dihitung sejak 
putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap 
b. Tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 77 huruf b KUHAP dihitung dari 
saat pemberitahuan penetapan praperadilan. 
 Untuk menghindari kesalahpahaman, haruslah dibedakan antara 
tuntutan ganti rugi tersebut dengan pengajuan permohonan pembayaran 
ganti rugi berdasarkan SKO (surat keputusan otorisasi) yang telah 
diterbitkan Departemen Keuangan RI.  
9.  Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Tertentu 
Selain dari model-model ganti rugi yang umum sebagaimana 
disebutkan di atas, KUH Perdata Indonesia mengatur juga cara 
menghitung ganti rugi atau model-model ganti rugi khusus terhadap 
perbuatan melawan hukum tertentu saja. Pengaturan ganti rugi khusus 
tersebut adalah terhadap perbuatan melawan hukum sebagai berikut: 
A. Kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan orang mati 
 Terhadap perbuatan melawan hukum yang berupa kesengajaan 
atau kelalaian yang menyebabkan orang mati, maka pihak-pihak yang 
ditinggalkan yang biasanya diberikan nafkah oleh almarhum, yaitu 
istri/suami dan anak/orang tuanya berhak atas ganti rugi. Ganti rugi 
tersebut diberikan dengan syarat berupa : 
 Keharusan penilaian menurut kedudukan dan kekayaan kedua 
belah pihak. 
 Keharusan penilaian menurut keadaan. 
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B. Kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan luka atau cacatnya 
anggota badan 
Terhadap perbuatan melawan hukum berupa kesengajaan atau 
kelalaian yang menyebabkan luka atau cacatnya anggota badan, 
maka ganti rugi diberikan dengan syarat berupa : 
 Keharusan penilaian menurut kedudukan dan kekayaan kedua 
belah pihak. 
 Keharusan penilaian menurut keadaan. 
Ganti rugi yang dapat dituntut dalam hal ini adalah : 
 Penggantian biaya penyembuhan. 
 Ganti kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut. 
D. Penahanan 
1. Pengertian penahanan dan dasar hukum penahanan  
Menurut Andi Hamzah (2008 : 129) merumuskan penahanan   
sebagai berikut : 
Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan 
kemerdekaan bergerak seseorang, sehingga disini terdapat 
pertentangan antara dua asas yaitu hak bergerak seseorang 
yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati disatu 
pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus 
dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari 
perbuatan jahat tersangka 
 
 Penahanan yang dilakukan terhadap orang yang diduga melakukan 
suatu tindak pidana pada hakekatnya adalah berhubungan langsung 
dengan hak asasi kemerdekaan pribadi, tetapi hal ini dapat diterima di 
kepentingan umum, yaitu ketertiban umum dan kepentingan 
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pemeriksaan, asalkan saja penahanan tersebut dilakukan berdasarkan 
perundang-undangan. 
Dari pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa penahanan 
merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh para aparat penegak 
hukum untuk menetapkan seorang terdakwa ditempat tertentu (Rumah 
Tahanan) sesuai dengan ketentuan KUHAP. 
 Adapun tujuan penahanan yang disebutkan dalam Pasal 20 
KUHAP yang menjelaskan : 
1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik pembantu atas perintah 
penyidik berwenang melakukan penahanan ( Pasal 20 ayat (1)). 
2. Penahanan yang dilakukan penuntut umum, bertujuan untuk 
kepentingan penuntutan ( Pasal 20 ayat (2)). 
3. Demikian juga penahanan yang dilakukan peradilan, dimaksud untuk 
kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim yang 
berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang 
didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan sesuai 
dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan ( Pasal 20 
ayat (3)). 
2. Tata cara penahanan 
Cara penahanan oleh penyidik maupun penuntut umum serta hakim 
merujuk kepada ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) yaitu : 
1. Dengan surat perintah penahanan atau surat penetapan 
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Surat perintah penahanan atau surat penetapan ini harus memuat 
hal-hal : 
 Identitas tersangka atau terdakwa, nama, umur, pekerjaan, 
jenis kelamin, dan tempat tinggal. 
 Menyebut alasan penahanan 
 Uraian singkat kejahatan yang disangkakan atau yang 
didakwakan 
 Menyebutkan dengan jelas ditempat mana ia ditahan untuk 
memberi kepastian hukum bagi yang ditahan dan keluarganya. 
2. Tembusan harus diberikan kepada keluarganya 
 Pemberian tembusan surat perintah penahanan atau penahanan 
lanjutan maupun penetapan penahanan yang dikeluarkan hakim, 
“wajib” disampaikan kepada keluarga orang yang ditahan. Hal ini 
dimaksudkan, disamping memberi kepastian kepada keluarga, juga 
sebagai usaha kontrol dari pihak keluarga untuk menilai apakah 
tindakan penahanan sah atau tidak. Pihak keluarga diberi hak oleh 
undang-undang untuk meminta kepada praperadilan memeriksa sah 
atau tidaknya penahanan. 
3. Sahnya penahanan 
 Ketentuan sahnya penahanan dicantumkan dalam Pasal 21 ayat 
(4) KUHAP berbunyi sebagai berikut : 
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Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau 
terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun 
pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal ini : 
a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau 
lebih ; 
b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), 
Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), 
Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, 
Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHP. 
 Selain dari sahnya penahanan yang diatur di dalam Pasal 21 ayat 
(4) KUHAP itu, suatu penahanan juga baru sah jika pejabat yang 
menahan berwenang menahan, yaitu penyidik (polisi) yang berpangkat 
pembantu Letnan ke atas, jaksa dan hakim (Pengadilan Negeri, 
Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung). 
Menurut Andi Hamzah (1994 : 19) sebagai suatu petunjuk apakah 
suatu penahanan sah ataukah tidak sah dapat diteliti hal-hal berikut : 
- Apakah delik yang dicamtumkan sebagai perbuatan yang 
diduga keras dilakukan tersangka tercantum di dalam Pasal 21 
ayat (4) KUHAP ataukah tidak. 
- Apakah pejabat yang menahan berwenang menurut UUZEE, 
tetapi jelas tidak berwenang menahan delik pencurian, 
pembunuhan dan sebagainya). Sebaliknya penyidik POLRI 
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sebagai penyidik umum tidak berwenang menahan delik ZEE 
karena dimonopoli oleh Perwira Angkatan laut. 
- Apakah tempat penahanan sesuai dengan undang-undang. 
- Apakah jangka waktu penahanan tidak terlampaui tanpa 
perpanjangan. 
Adapun perlunya penahanan yaitu menurut Pasal 21 ayat (1) 
menentukan kapan seorang tersangka atau terdakwa perlu ditahan yaiu : 
a. Ada kekhawatiran tersangka tau terdakwa akan melarikan diri 
b. Menghilangkan atau merusak barang bukti  
c. Mengulangi tindak pidana. 
4. Batas waktu penahanan 
Menurut Andi Hamzah (2008: 134) rincian lamanya penahanan 
sebagai berikut : 
1. Penahanan oleh Penyidik atau Penuntut Umum (Pasal 24) 
Maksimal        20 hari 
Perpanjangan oleh Penuntut Umum   40 hari 
2. Penahanan oleh Penuntut Umum (pasal 25) 
Maksimal        20 hari 
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri   30 hari 
3. Penahanan oleh hakim Pengadilan Negeri (Pasal 26) 
Maksimal        30 hari 
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri   60 hari 
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi (Pasal 27) 
Maksimal       30 hari 
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi  60 hari 
5. Penahanan oleh Mahkamah Agung (Pasal 28) 
Maksimal        30 hari 
Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung   60 hari  
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 Menurut Yahya Harahap (2006 : 185) dalam masalah jangka waktu 
penahanan, terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan patokan : 
- Prinsip “pembatasan jangka waktu penahanan” yangh diberikan 
kepada setiap instansi penegak hukum, telah ditentukan secara 
limitatif. Tidak bisa diulur dan dilenturkan dengan dalih apapun. 
- Prinsip “perpanjangan tahanan terbatas waktunya” serta 
“terbatas permintaan perpanjangannya”. Pada instansi dan 
tingkat hanya diperkenankan sekali saja meminta perpanjangan. 
- Prinsip pelepasan atau pengeluarann “demi hukum” apabila 
masa tahanan telah lewat dari batas jangka waktu yang telah 
ditentukan. 
Dengan adanya prinsip-prinsip diatas, pembuat Undang-Undang dan 
masyarakat dapat mengharapkan lenyapnya dari permukaan bumi 
Indonesia praktek penahanan yang memilukan. Tidak dijumpai lagi 
keadaan tahanan yang tidak tahu kapan urusan penahanannya selesai 
dan berujung          
3. Bantuan Hukum 
Menurut Syukri (2012: 103) bantuan hukum merupakan hak yuridis 
tersangka atau terdakwa yang sangat penting, dengan adanya bantuan 
hukum seorang tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk 
mengadakan pembelaan bagi dirinya secara lebih baik selama dalam 
proses pemeriksaan pendahuluan ataupun pada tingkat pemeriksaan 
persidangan nantinya. 
42 
 
Selain berfungsi untuk membantu pembelaan, bantuan hukum juga 
berguna sebagai suatu kontrol terhadap perilaku aparat penegak hukum, 
yaitu apakah perilakunya berdasarkan ketentuan hukum atau tidak. Jika 
tersangka atau terdakwa tidak didampingi penasehat hukum hal itu akan 
menciptakan suatu peluang terjadinya perilaku yang menyimpang yang 
dilakukan oleh aparat penegak hukum. 
Bagi tersangka atau terdakwa yang dikenakan upaya paksa 
penahanan diberi hak untuk menghubungi penasehat hukumnya. 
Agar penasehat hukum dapat memberikan bantuan hukum secara 
baik tentunya harus mendapatkan keleluasan atau kebebasan dalam 
rangka hubungan penasehat hukum dengan kliennya (tersangka atau 
terdakwa) untuk mempersiapkan pembelaan yang diperlukan. Berbagai 
ketentuan yang terdapat dalam Bab VII KUHAP ternyata telah mengatur 
hal itu dengan cukup terperinci, yaitu bahwa:  
a. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau 
ditahan. 
b. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan. 
c. Penasehat hukum dapat menghubungi dan berbicara dengan 
tersangka dan terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap 
waktu, tanpa gangguan atau pengawasan dan pejabat, kecuali jika 
penasehat hukum menyalahgunakan haknya, namun pengurangan 
kebebasan ini tidak boleh dilakukan jika perkaranya telah dilimpahkan 
kepada pengadilan untuk disidangkan. Dalam hal kejahatan terhadap 
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keamanan negara pembatasan hak penasehat hukum tersebut dapat 
dilakukan di semua tingkat pemeriksaan. 
d. Pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara 
pemeriksaan untuk kepentingan pembelaan jika hal itu diminta oleh 
tersangka atau penasehat hukumnya. 
e. Penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari 
tersangka setiap kali dikehendaki olehnya. 
Dalam pada itu, salah satu penelitian menunjukkan keberadaan 
penasehat hukum sangat membantu tersangka karena: 
Peranan institusi bantuan hukum dalam penegakan hak-hak asasi 
manusia sangat penting, khususnya dalam sisitem peradilan 
pidana. Tidak semua subjek hukum yang berhubungan dengan 
suatu perkara pidana memahami hak-haknya, termasuk tindakan 
apa yang harus dilakukan serta bagaimana prosedur 
mempertahankan dan mendapat hak-hak tersebut. (Aswanto, 1999: 
248). 
 
Peranan institusi, bantuan hukum dianggap penting dalam rangka 
penegakan HAM, khususnya dalam sistem peradilan pidana, di sinilah 
pentingnya mereka terkena kasus didampingi oleh penasehat hukumnya, 
karena tidak semua subjek hukum yang berhubungan dengan suatu 
perkara pidana memahami hak-haknya, termasuk tindakan apa yang 
harus dilakukan serta bagaimana prosedur mempertahankan dan 
mendapatkan hak-haknya tersebut ( Aswanto, 1999: 248). 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Penyusunan skripsi ini akan didahului dengan suatu penelitian awal. 
Maka dengan itu penulis mengadakan penelitian awal berupa 
mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya 
dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Rutan Kelas II 
Kabupaten Pinrang, Pengadilan Negeri Pare-Pare dan dibeberapa tempat 
yang menyediakan bahan pustaka yaitu di Perpustakaan Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, 
dan Perpustakaan Wilayah Sulawesi Selatan serta di beberapa toko buku 
di wilayah Kota Makassar. 
B. Jenis Dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang akan digunakan adalah: 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara 
dengan pihak yang berkompeten maupun data yang diperoleh dari 
kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat di Kabupaten 
Pinrang. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung 
melalui penelitian kepustakaan (Library Research) baik dengan 
teknik pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, karya-karya 
ilmiah, artikel-artikel dari internet serta dokumen-dokumen yang 
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ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam 
tulisan ini. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
 Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan cara 
sebagi berikut : 
1. Studi lapangan  
Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara langsung kepada 
narasumber yang berkompeten serta dengan menyebarkan kuesioner 
kepada masyarakat di Kabupaten Pinrang.  
2. Studi pustaka  
Dalam hal ini, penulis melakukakan penelaahan normatif dari 
beberapa peraturan perundang-undangan serta penelaahan literatur 
yang relevan dalam penulisan ini. 
D. Analisis data 
 Seluruh data yang dikumpulkan oleh penulis, selanjutnya 
diklafikasikan dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan-
bahan yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. 
Kesimpulan-kesimpulan tersebut atau pesan-pesan dari berbagai macam 
bahan yang telah dianalisis digunakan untuk mengkaji dan membahas 
permasalahan yang diteliti oleh penulis pada penelitian ini. Hal ini 
dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang 
relevan, tepat serta sesuai dengan permasalahan yang diteliti 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut: 
A. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Tersangka Yang Menuntut Ganti 
Kerugian Atas Penahanan Yang Tidak Sah 
 Apabila seseorang dikenakan penahanan atau tindakan lain             
( penggeladahan, penyitaan, pengehentian, penyidikan, dan penghentian 
penuntutan) serta tersangka menganggap bahwa tindakan tersebut tidak 
sah atau tidak memenuhi syarat-syarat tertentu dalam undang-undang, 
maka tersangka, keluarga, atau puhak lain yang mendapat kuasa 
misalnya penasihat hukum/advokat dapat memintakan pemeriksaan 
praperadilan, dan apabila tindakan tersebut tidak sah maka tersangka 
berhak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui praperadilan. 
 Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Pare-
Pare, diperoleh data permohonan praperadilan sebagai berikut : 
 
TABEL 1 
REGISTER PERMOHONAN PRAPERADILAN DI 
PENGADILAN NEGERI PARE-PARE TAHUN 2009-2013 
 
 
NO  
 
 
TAHUN 
 
 
 
PERMOHONAN  
PRAPERADILAN 
  
PUTUSAN HAKIM 
 
 
KET 
 
DIKABULKAN 
  
DITOLAK 
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1 
 
2009 
 
1 
 
__ 
 
1 
 
 
 
2 
 
2010 
 
__ 
 
__ 
 
__ 
 
 
3 
 
2011 
 
 
__ 
 
__ 
 
__ 
 
 
4 
 
2012 
 
2 
 
1 
 
1 
 
 
5 
 
2013 
 
1 
 
__ 
 
__ 
LAPORAN 
DICABUT 
SEBELUM 
PERSIDA
NGAN 
 
JUMLAH 
 
4 
 
1 
 
2 
 
1 
 Sumber : Pengadilan Negeri Pare-Pare 
 Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2009 terdapat 1 
permohonan praperadilan dan putusan hakim menunjukkan tidak 
dikabulkan, sedangkan pada tahun 2010 tidak terdapat permohonan 
praperadilan. Pada tahun 2011 pula tidak terdapat permohonan 
praperadilan sedangkan pada tahun 2012 terdapat 2 permohonan 
praperadilan dan putusan hakim menunjukkan 1 permohonan 
praperadilan dikabulkan dan 1 tidak dikabulkan. Pada tahun 2013 hanya 1 
permohonan praperadilan dan laporan dicabut sebelum persidangan. 
 Berdasarkan tabel diatas dapat saya simpulkan bahwa selama 5 
tahun terakhir yaitu dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 terdapat 1 
permohonan praperadilan yang dikabulkan, 2 ditolak serta 1 putus di luar  
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persidangan dan gugatan yang masuk mulai dari tahun 2009 sampai 
dengan 2013 hanya sedikit yaitu 4 permohonan praperadilan. 
 Dari jumlah keseluruhan permohonan praperadilan selama 5 tahun 
terakhir yang terdapat pada tabel di atas, maka penulis mengklasifikasikan 
permohonan ganti kerugian terhadap negara bagi tersangka yang 
mengalami penahanan yang tidak sah oleh aparat penegak hukum. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Negeri 
Pare-Pare, diperoleh data sebagai berikut : 
TABEL 2 
REGISTER PERMOHONAN GANTI KERUGIAN BAGI TERSANGKA 
YANG MENGALAMI TINDAKAN PENAHANAN YANG TIDAK SAH DI 
PENGADILAN NEGERI PARE-PARE TAHUN 2009-2013 
 
 
NO  
 
 
TAHUN 
 
 
 
PERMOHONAN  
GANTI KERUGIAN 
  
PUTUSAN HAKIM 
 
DIKABULKAN 
  
DITOLAK 
 
1 
 
2009 
 
__ 
 
__ 
 
__ 
 
2 
 
2010 
 
__ 
 
__ 
 
__ 
 
3 
 
2011 
 
__ 
 
__ 
 
__ 
 
4 
 
2012 
 
1 
 
1 
 
__ 
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5 
 
2013 
 
__ 
 
__ 
 
__ 
 
JUMLAH 
 
1 
 
1 
 
__ 
 Sumber : Buku Register Permohonan Praperadilan Tahun 2009-2013 
 Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2009 tidak terdapat 
permohonan ganti kerugian, pada tahun 2010  tidak terdapat permohonan 
ganti kerugian. Pada tahun 2011 tidak terdapat permohonan ganti 
kerugian, sedangkan pada tahun 2012 terdapat 1 permohonan ganti 
kerugian dan putusan hakim menunjukkan permohonan ganti kerugiannya 
dikabulkan dan terakhir pada tahun 2013 tidak terdapat permohonan ganti 
kerugian. 
 Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2009 sampai 
dengan tahun 2013 hanya terdapat 1 permohonan ganti kerugian 
terhadap negara bagi tersangka yang mengalami tindakan penahanan 
yang tidak sah dan putusan hakim menyatakan bahwa permohonan 
dikabulkan. Permohonan ganti kerugian ini diajukan oleh Wahyuki, dkk. 
Sesuai keputusan Hakim yang menghukum Termohon untuk membayar 
ganti kerugian akibat kesalahan dalam melakukan penangkapan dan 
penahanan senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), karena merasa 
dirugikan atas penahanan yang dianggap tidak sah, yang dilakukan oleh 
Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat dan permohonan tersebut 
dikabulkan. 
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 Penulis juga melakukan wawancara dengan Dedyanto Wong yang 
pernah mengajukan praperadilan namun mencabut kembali laporannya , 
kasus yang menimpa dirinya itu mengenai penyitaan barang yaitu 
Kembang Api yang menurut pengakuan aparat kepolisian Kembang Api 
yang diperjualkan tersebut memiliki daya ledak tinggi sehingga disita 
namun korban dalam hal ini merasa tidak bersalah. Penyitaan pun tidak 
disertai surat izin penyitaan oleh Pengadilan. Dan korban merasa 
dirugikan sehingga menempuh jalur hukum. 
 Sedangkan penelitian terhadap masyarakat di Kabupaten Pinrang, 
penulis mengumpulkan data dengan cara menyebar kuesioner kepada 
masyarakat yang pernah mengalami tindakan upaya paksa (penahanan, 
penangkapan, penyitaan, dan penggeladahan) dan terhadap masyarakat 
yang sementara menjalani masa penahanan. 
 Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 26 responden masyarakat 
yang pernah mengalami tindakan upaya paksa (penahanan, 
penangkapan, penyitaan, dan penggeledahan) oleh aparat penegak 
hukum, dapat digambarkan sebagai berikut :  
Tabel 3 
Masyarakat Yang Pernah Dikenakan  Tindakan Upaya Paksa Oleh 
Aparat Penegak Hukum 
 
 
No  
 
Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian 
Jawaban 
Ya Tidak 
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1 Pernah mengalami penahanan oleh 
kepolisian 
26 ___ 
2 Pernah mengalami penahanan oleh 
jaksa/penuntut umum 
21 5 
3 Pernah mengalami penahanan oleh hakim 21 5 
4 Pada waktu anda akan ditangkap, 
diperlihatkan surat perintah penangkapan 
yang mencantumkan nama anda 
11 15 
5 Pada waktu anda akan ditangkap, 
diperlihatkan surat tugas yang 
mencamtumkan nama aparat kepolisian yang 
ditugaskan untuk menangkap anda 
11 15 
6 Pada waktu anda akan ditahan, aparat 
kepolisian yang ditugaskan menahan anda 
menyampaikan foto copy surat perintah 
penahanan kepada keluarga anda 
11 15 
7 Polisi melakukan penggeledahan dan 
penyitaan barang di rumah anda 
13 13 
8 Barang yang disita berkaitan dengan 
kejahatan yang anda lakukan 
10 3 
9 Diperlihatkan surat izin penggeledahan dan 
penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri 
9 4 
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Pinrang 
10 Pada saat penggeledahan dilakukan, 
disaksikan oleh 2 orang saksi atau disaksikan 
oleh kepala desa/kepala lingkungan 
9 4 
11 Mengetahui adanya ganti kerugian dari 
negara terhadap tersangka apabila dikenakan 
tindakan upaya paksa oleh aparat penegak 
hukum yang tidak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
6 20 
12 Pada saat menjalani proses hukum, anda 
didampingi oleh penasihat hukum/advokat 
5 21 
Sumber : Hasil Kuesioner Terhadap Masyarakat Kabupaten Pinrang 
 Melihat tabel diatas menunjukkan dari 26 responden masyarakat 
Kabupaten Pinrang yang pernah mengalami tindakan upaya paksa oleh 
aparat penegak hukum, lima belas diantaranya mengaku tidak mendapat 
surat perintah penangkapan pada saat akan ditangkap dan terdapat lima 
belas mantan tersangka yang mengaku bahwa pada saat akan dilakukan 
penahanan, aparat kepolisian yang ditugaskan untuk menahannya tidak 
menyampaikan foto copy surat perintah penahanan kepada keluarganya. 
Sedangkan tindakan upaya paksa dalam hal penggeledahan dan 
penyitaan terdapat tiga belas mantan tersangka yang pernah dikenakan 
tindakan penggeladahan dan penyitaan oleh aparat kepolisian, dan pada 
saat akan dilakukan penggeledahan dan penyitaan barang dirumah 
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mantan tersangka, keempat mantan tersangka tersebut tidak diperlihatkan 
surat izin penggeledahan dan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri 
Pinrang dan empat mantan tersangka tersebut mengaku bahwa pada saat 
penggeledahan dan penyitaan dilakukan tidak disaksikan oleh dua orang 
saksi atau disaksikan oleh kepala desa/kepala lingkungan. 
 Selain itu tabel diatas menunjukkan bahwa dari 26 responden 
terdapat 20 responden yang tidak mengetahui adanya ganti kerugian dari 
negara apabila dikenakan tindakan upaya paksa tidak sah oleh aparat 
penegak hukum dan hanya enam responden yang mengetahui hal 
tersebut dan hanya 5 responden yang didampingi penasihat 
hukum/advokat pada saat menjalani proses hukum. 
 Selain itu saya juga melakukan penelitian di Rutan Kelas IIB 
Pinrang, berdasarkan hasil kuesioner terhadap 30 responden masyarakat 
Kabupaten Pinrang yang sementara menjalani masa penahanan di Rutan 
kelas IIB Pinrang, dapat digambarkan sebagai berikut  
Tabel 4 
Masyarakat Yang Sementara Menjalani Masa Penahanan 
 
No 
 
Pelaksanaan pemberian ganti kerugian 
Jawaban 
Ya Tidak 
1 Pada waktu anda akan ditangkap 
diperlihatkan surat perintah penangkapan 
yang mencamtumkan nama anda 
7 23 
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2 Pada waktu anda akan ditangkap 
diperlihatkan surat tugas yang 
mencamtumkan nama aparat kepolisian 
yang ditugaskan untuk menangkap anda 
7 23 
3 Pada waktu anda akan ditahan, aparat 
kepolisian yang ditugaskan menahan anda 
menyampaikan foto copy surat perintah 
penahanan kepada keluarga anda 
7 23 
4 Polisi melakukan penggeledahan dan 
penyitaan barang di rumah anda 
13 17 
5 Barang yang disita berkaitan dengan 
kejahatan yang anda lakukan  
13 _ 
6 Diperlihatkan surat izin penggeledahan dan 
penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri 
Pinrang 
_ 13 
7 Pada saat penggeledahan dilakukan, 
disaksikan oleh dua orang saksi atau 
disaksikan oleh kepala desa/kepala 
lingkungan 
_ 13 
8 Mengetahui adanya ganti kerugian dari 
negara kepada tersangka apabila dikenakan 
tindakan upaya paksa tidak sah oleh aparat 
penegak hukum yang tidak sesuai dengan 
6 24 
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peraturan perundang-undangan 
9 Anda didampingi oleh penasihat 
hukum/advokat 
7 23 
Sumber : Hasil Kuesioner di Rutan Kelas II Kabupaten Pinrang 
 Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 30 responden masyarakat 
Kabupaten Pinrang yang sementara menjalani masa penahanan Rutan 
Kelas II Kabupaten Pinrang, 23 diantaranya mengaku bahwa pada saat 
akan ditangkap oleh aparat kepolisian tidak mendapatkan surat perintah 
penangkapan dan terdapat 23 tersangka yang mengaku bahwa pada saat 
akan ditahan aparat kepolisian yang ditugaskan untuk menahannya tidak 
menyampaikan foto copy surat perintah penahanan kepada keluarganya. 
 Adapun tindakan upaya paksa dalam hal penggeledahan dan 
penyitaan terdapat 13 tersangka yang mengaku bahwa pada saat akan 
dilakukan penggeledahan dan penyitaan dirumah tersangka tidak 
diperlihatkan surat izin penggeledahan dan penyitaan dari Ketua 
Pengadilan dan 13 tersangka mengaku pada saat penggeledahan dan 
penyitaan dilakukan tanpa ada dua orang saksi atau disaksikan oleh 
kepala desa /kepala lingkungan. 
 Diatas tabel juga menunjukkan bahwa dari 30 responden, terdapat 
6 tersangka yang mengetahui adannya ganti kerugian dari negara apabila 
dikenakan tindakan upaya paksa tidak sah oleh aparat penegak hukum 
sedangkan 24 tersangka lainnya tidak mengetahui hal tersebut serta 
terdapat 7 tersangka yang didampingi oleh penasihat/advokat dan 23 
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tersangka lainnya tidak mendapat pendampingan oleh penasihat 
hukum/advokat. 
 Penulis akan membahas kasus yang pernah terjadi pada salah satu 
korban salah tangkap oleh pihak kepolisian yaitu Faisal. Menurut 
pengakuan korban ini adapun Kronologis kejadiannya itu pada saat 
korban sedang dalam perjalanan pulang ke rumah,korban pada saat itu 
berjalan dan lagi melihat penggerebekan pesta narkoba. Dalam hal ini 
korban sangat kaget karena ikut diringkus untuk dibawa ke kantor polisi 
juga dan padahal dirinya merasa tidak bersalah. Korban sangat dirugikan 
sehingga dia melakukan tes urin untuk membuktikan dirinya tidak 
bersalah. Pada saat penangkapan pun dilakukan tanpa diperlihatkan surat 
perintah penangkapan. Korban merasa dirugikan tapi dalam 
pengakuannya alasan tidak mengajukan ganti kerugian karena dia tidak 
tahu hukum sehingga tidak menuntut ganti kerugian. 
 Selain kejadian Faisal, masih terdapat beberapa mantan tersangka 
yang pernah mengalami tindakan upaya paksa yang tidak sah oleh aparat 
kepolisian diantaranya Basse, Fuji, Sudarmono, dan Baim masing-masing 
pernah ditangkap namun tanpa diperlihatkan surat perintah penangkapan 
untuk dirinya. Berdasarkan hasil kuesioner, alasan mereka tidak 
mengajukan tuntutan ganti kerugian yaitu karena mereka tidak 
mengetahui adanya ganti kerugian serta tidak mau memperpanjang 
masalah mengingat korban tidak mempunyai perwakilan kuasa hukum 
yang mengerti soal itu. Dari hasil kuesioner terhadap masayarakat 
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Kabupaten Pinrang yang pernah dikenakan tindakan upaya paksa oleh 
aparat penegak hukum dan terhadap masyarakat yang masih menjalani 
masa penahanan di Rutan Kabupaten Pinrang, dapat disimpulkan bahwa 
terdapat tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum di 
Kabupaten Pinrang selain itu masyarakat Kabupaten Pinrang sangat 
sedikit yang mengetahui adanya ganti kerugian dari negara apabila 
dikenakan tindakan upaya paksa oleh aparat penegak hukum. 
B. Kendala Tersangka Dalam Menuntut Ganti Kerugian Atas Penahanan 
Yang Tidak Sah  
 Dalam hal ini hak tersangka untuk mendapat ganti kerugian telah 
memiliki aturan, masih banyak masyarakat awam yang tidak mengetahui 
haknya dan banyak pula yang mengetahuinya tetapi mereka memilih 
untuk tidak menggunakan hak tersebut karena butuh proses panjang serta 
masyarakat pun juga tidak mau berurusan lagi dengan hukum dan 
beralasan juga bahwa hasil yang didapatkan tidak setimpal dengan proses 
yang ditempuh. 
 Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh tersangka yang 
dikenakan penahanan yang tidak sah oleh aparat penegak hukum untuk 
mendapatkan ganti kerugian dari negara yaitu : 
1. Kendala ketidaktahuan 
 Saat ini umumnya masyarakat Kabupaten Pinrang tidak 
mengetahui adanya ganti kerugian apabila dikenakan penahanan  
yang tidak sah oleh aparat penegak hukum dan ada pula 
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masyarakat yang telah mengetahui hal tersebut, tetapi tidak 
mengetahui kemana harus mengadu/melapor dan bagaimana 
prosesnya untuk mendapatkan ganti kerugian. 
2. Kendala budaya 
 Pada dasarnya masyarakat yang pernah mengalami 
penahanan yang tidak sah di Kabupaten Pinrang, memilih untuk 
tidak menuntut ganti kerugian karena dia hanya memilih jalan 
kekeluargaan karena di Kabupaten Pinrang ini masih kental budaya 
adat seseorang dan juga sudah merasa bersyukur kalau sudah 
bebas dari tahanan. Selain itu mereka tidak menuntut ganti 
kerugian karena tidak mau memperpanjang masalah lagi karena 
mereka beranggapan bahwa aparat penegak hukum itu juga 
manusia biasa sama seperti kita. 
3. Kendala undang-undang yang mengatur  
 Dalam hal ini Undang-undang yang dimaksud adalah 
peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pemerintah 
pusat ataupun daerah. Dalam hal ini ganti kerugian, KUHAP sudah 
mengatur hak tersangka yang tidak terbukti bersalah dan dijatuhi 
putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh 
pengadilan berhak menuntut ganti kerugian. KUHAP juga telah 
dilengkapi Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan  KUHAP (kemudian diubah dengan Peraturan 
Pemerintah No.58 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan 
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pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP) serta 
dilengkapi dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
No.983/KMK.01/1983 yang mengatur proses pembayaran ganti 
kerugian.  
 Apabila diamati peraturan tersebut, dapat dikatakan bahwa 
untuk dapat memperoleh ganti kerugian membutuhkan proses yang 
panjang karena pemohon harus menunggu kelengkapan berkas, 
yang tentunya membutuhkan waktu yang lama dan berbelit-belit 
serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga belum 
mencerminkan asas peradilan yang cepat, biaya murah, 
sederhana. 
4. Kendala psikologi 
 Berdasarkan hasil kuesioner dengan salah satu korban 
penangkapan oleh Kepolisian Pinrang yaitu Basse. Saat ini 
masyarakat Kabupaten Pinrang kurang mempercayai aparat 
penegak hukum, khususnya masyarakat awam yang tingkat 
pendidikan masih rendah dan dia juga beranggapan bahwa hanya 
orang berduit saja yang akan mendapat keadilan, stigma pemikiran 
inilah yang mempengaruhi masyarakat sehingga lebih banyak yang 
tidak ingin berhubungan dengan pengadilan apalagi dalam 
menuntut ganti kerugian hanya akan memperpanjang masalah 
buang waktu saja karena walaupun menggugat tidak akan 
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dikabulkan. Itu yang dirasakan masyarakat awam bahwa keadilan 
hanya untuk orang berduit saja. 
5. Kendala sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum  
 Penulis dalam hal ini mengutip pendapat dari Soerdjono 
Soekamto yang menyatakan : 
Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak 
mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan 
lancar, sarana dan fasilitas tersebut mencakup tenaga-
tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, keuangan 
yang cukup dan seterusnya.(Soerdjono Soekamto,1977:33) 
 Dalam hal pemenuhan ganti kerugian ganti kerugian bagi 
tersangka yang dikenakan penahanan yang tidak sah oleh penegak 
hukum, baik sumber daya manusia yang berkualitas maupun dana 
serta tata kelola organisasi yang baik sangat dibutuhkan untuk 
mendukung penegakan hukum. 
 Berdasarkan wawancara dengan salah satu hakim pada 
Pengadilan Negeri Pare-Pare, Ibu Amelya sukma sari S.H 
mengatakan ada beberapa kasus yang tidak dikabulkan 
permohonannya. Adapun kendalanya sehingga permohonan 
praperadilan tidak dikabulkan yaitu : 
1. Proses di Pengadilan Negeri Pare-Pare 
a. Kendala tidak bisa membuktikan  
 Kebanyakan gugatan yang masuk, tidak bisa 
membuktikan adanya tindakan penahanan yang tidak sah 
yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Misalnya pada 
saat akan ditangkap, polisi dalam hal ini tidak 
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memperlihatkan surat perintah penangkapan pada saat 
penangkapan dilakukan, dan sebagainya. 
b. Bentuk gugatan  
 Di dalam isi gugatannnya terdapat kelemahan,bentuk 
gugatan yang amburadul serta tuntutan tidak jelas dan 
sebagainya. 
c. Pemikiran hakim 
Adapun pemikiran hakim yaitu : 
1. Ia berpendapat bahwa yang bisa di praperadilankan 
hanya penyidik dan penuntut umum. Dalam hal tindakan 
upaya paksa hakim, berpendapat menurut Pasal 77 
KUHAP bahwa yang dapat dimohonkan praperadilan 
yaitu terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan,  
penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian 
penuntutan sedangkan mengenai sah atau tidaknya 
penggeledahan dan penyitaan mereka akan menolak 
untuk tidak memeriksa permohonan praperadilan 
tersebut. 
2. Pendapat lain mengatakan yang dapat di 
praperadilankan bukan hanya penyidik dan penuntut 
umum. Tetapi Hakim, Petugas Kehutanan, Rutan, Bea 
Cukai, Satpol PP dan sebagainya, juga dapat di 
praperadilankan. Dan bukan hanya sebatas memeriksa 
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sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, 
penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, 
tetapi hakim dengan aliran pemikiran ini juga memeriksa 
segala jenis tindakan upaya paksa yang tidak sah baik itu 
penahanan, penangkapan, penyidikan, dan penyitaan. 
Perbedaan pemikiran ini disebabkan karena KUHAP 
sendiri tidak mengatur pihak-pihak yang dapat 
dipraperadilankan, KUHAP hanya mengatur hak 
tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian 
apabila dikenakan tindakakn upaya paksa tidak sah oleh 
aparat penegak hukum. 
2. Kendala politik 
a. Criminal justice system 
 Demi perwujudan tujuan hukum, yaitu keadilan, 
kemanfaatan, dan kepastian hukum. Masing-masing petugas 
hukum meskipun tugasnya berbeda-beda tetapi mereka harus 
bersatu dalam satu sistem. Artinya kerja masing-masing 
petugas hukum tersebut harus berhubungan secara 
fungsional. Karena seperti yang diketahui bahwa 
penyelenggaraan peradilan tersebut adalah merupakan suatu 
sistem yaitu suatu kesatuan yang terangkai yang terdiri dari 
atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara funsional.  
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b. Aparat penegak hukum 
 Saat ini para aparat penegak hukum ingin diakui 
eksistensinya di tengah-tengah masyarakat. Namun dalam 
menjalankan tugas dan kewenangannya seringkali keluar dari 
aturan yang diatur dalam perundang-undangan. Dengan 
adanya forum peradilan maka tersangka menjadi korban 
kesewenang-wenangan aparat penegak hukum diberikan 
tempat untuk memperjuangkan haknya, dalam menuntut ganti 
kerugian kepada negara.  
 Namun dalam memperjuangkan haknya tidak mudah karena 
harus banyak proses yang harus dilakukan karena harus 
berhadapan dengan para aparat penegak hukum itu sendiri. 
Hal inilah yang turut mempengaruhi sehingga kurang gugatan 
praperadilan yang dikabulkan karena dengan banyaknya 
permohonan praperadilan yang dikabulkan akan 
mempengaruhi eksistensi para penegak hukum.  
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BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
 Adapun kesimpulan penulis berdasarkan pembahasan pada 
bab-bab sebelumnya yaitu : 
1. Pelaksanaan pemenuhan hak tersangka yang menuntut ganti 
kerugian atas penahanan yang tidak sah di Kabupaten Pinrang 
belum optimal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 
terhadap masyarakat Kabupaten Pinrang bahwa masyarakat 
Kabupaten Pinrang sangat sedikit mengetahui adanya ganti 
kerugian terhadap negara. Masyarakat dalam hal ini tidak 
mengerti hukum tentang ganti kerugian atas penahanan yang 
tidak sah di Kabupaten Pinrang. 
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak 
tersangka atas penahanan yang tidak sah di Kabupaten 
Pinrang, yaitu : 
a. Kendala  budaya 
b. Kendala ketidaktahuan 
c. Kendala undang-undang yang mengatur 
d. Kendala sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan 
hukum 
e. Kendala di proses pengadilan 
f. Kendala politik 
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B. Saran 
1. Masyarakat Kabupaten Pinrang dalam hal ini masih 
membutuhkan penyuluhan hukum tentang hak-hak mereka 
terutama hak mereka untuk menuntut ganti kerugian atas 
penahanan yang tidak sah. Masyarakat juga membutuhkan 
sosialisasi tentang hak tersangka yang menuntut ganti kerugian 
itu yang tidak membutuhkan proses yang lama, sederhana, dan 
biaya ringan. Agar supaya masyarakat bisa menggunakan 
haknya sebaik mungkin. 
2. Pemenuhan pemberian hak ganti kerugian perlu ditingkatkan 
jumlah ganti kerugiannya karena jumlah yang ditentukan di 
KUHAP sangat sedikit apalagi di jaman modern saat ini. Proses 
yang dijalani selama menuntut ganti kerugian tidak setimpal 
dengan apa yang didapat. Apabila jumlah ganti kerugian 
diperbesar, maka masyarakat yang merasakan penahanan 
yang tidak sah tentu saja akan meningkatkan minat untuk 
menuntut ganti rugi. Perlu juga adanya campur tangan dari 
Pemerintah Daerah agar kesadaran hukum itu benar dirasakan 
oleh masyarakat sehingga masyarakat sadar hukum. Para 
penegak hukum juga perlu diberikan sanksi tegas apabila lalai 
dan sengaja melakukan kesalahan dalam menjalankan 
tugasnya sehingga menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan 
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kepastian hukum bagi tersangka merasa terzalimi dengan 
hukum. 
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